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ABSTRAK 

EFEKTIVITAS PEMUTIHAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BADAN PENDAPATAN 

DAERAH KOTA PEKANBARU 

Oleh: 

DENISHA PRATIWI 

02170623741 

 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru masih belum sesuai dengan target realisasi 

yang diharapkan, hal tersebut disebabkan rendahnya tingkat kesadaran wajib 

pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan  serta dengan munculnya wabah covid-19 yang membuat wajib pajak 

tidak stabil perekonomiannya. Untuk itu pemerintah mengeluarkan program 

pemutihan denda pajak ini untuk mendorong wajib pajak yang memiliki 

tunggakan atau menunda membayar pajak. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pemutihan Denda Pajak  Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Badan Pendapatan Daerah 

Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui kendala dan juga perbedaan sebelum  dan 

sesudah dikenakan pemutihan denda PBB-P2. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah melalui observasi,wawancara,dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Adanya program pemutihan denda pajak mampu 

menarik perhatian wajib pajak yang masih ragu atau kesulitan membayar pajak. 

Dengan adanya kesempatan untuk berpastisipasi dalam program pemutihan 

denda, banyak wajib pajak yang akhirnya mampu melunasi tunggakan mereka. 

Akan tetapi masih terdapat sebagian wajib pajak menganggap membayar pajak itu 

beban,sehingga muncul stigma masyarakat membayar pajak ataupun tidak 

membayar tidak ada pengaruhnya langsung dari pemerintah terhadap masyarakat. 

Kata Kunci: Efektivitas, Pemutihan denda, Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan penerimaan negara yang sangat penting dan digunakan untuk 

melaksanakan dan meningkatkan pembangunan nasional. Pendapatan dari 

departemen pajak digunakan oleh pemerintah untuk semua bidang kegiatan 

pembangunan, seperti perluasan infrastruktur negara, pembayaran gaji pegawai 

negeri, dan pembangunan fasilitas umum. 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengelola keuangan sendiri 

di seluruh daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk secara 

kreatif mencari sumber-sumber lokal yang dapat mendukung pendanaan dan 

pencairan dana dari sumber-sumber alternatif yang boleh dikumpulkan secara 

lokal. Undang-Undang Otonomi Daerah mengatur bahwa pajak daerah dan 

pelayanan publik merupakan sumber keuangan yang dihasilkan di suatu daerah, 

dan dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan sebenarnya di masing-masing 

daerah. 

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional 

dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya, 

memberikan peluang untuk meningkatkan demokrasi dan kinerja daerah, serta 

mendorong pembangunan daerah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan 

serta menjamin stabilitas pembangunan. Selain itu, juga mengeksplorasi 

kemungkinan-kemungkinan yang ada guna mencapai tujuan ideal pembangunan  
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nasional. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditetapkan 16 jenis 

pajak daerah yang meliputi 5 jenis pajak negara dan 11 jenis pajak daerah 

prefektur dan kota. 11 pajak daerah prefektur/kota tersebut sudah termasuk pajak 

bumi dan bangunan daerah (PBB-P2). Pajak PBB-P2 merupakan pajak atas bumi 

dan bangunan yang dimiliki, dikelola dan/atau dimanfaatkan oleh orang 

perseorangan atau badan hukum. Tidak termasuk lahan yang digunakan untuk 

kegiatan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Pengalihan penyelenggaraan 

Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah 

pusat ke pemerintah daerah merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi 

daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk Petunjuk ini diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Tujuan pengalihan penguasaan PBB-P2 kepada pajak daerah berdasarkan 

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk: 1) 

memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah; 2)  jenis pajak 

daerah dan retribusi daerah yang memberikan peluang baru untuk 

mengenakan/menambahkan retribusi baru kepada pemerintah daerah; 3) pajak 

dan retribusi melalui perluasan pajak daerah.4) devolusi pajak daerah 

kewenangan kepada daerah dalam penerapan tarif pajak daerah, dan 5) 

pengalihan fungsi pajak sebagai alat penganggaran dan pengaturan kepada 

daerah. Transfer PBB-P2 dapat bermanfaat bagi  daerah dalam meningkatkan 

pendapatan daerah (PAD). 

Otoritas pendapatan daerah mempunyai peranan penting dalam 
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meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam menerapkan pajak bumi dan 

bangunan pada properti di pedesaan dan perkotaan, pemerintah tentunya 

menghadapi kendala dan permasalahan seperti, Kurangnya kesadaran  dan 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Banyak wajib pajak yang 

membayar pajaknya melewati batas waktu bahkan gagal membayar pajaknya.  

Jumlah wajib pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun 

jumlah yang membayar pajak tidak pernah mencapai jumlah keseluruhan wajib 

pajak yang ditetapkan Bapenda Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tahun 2017 

hanya 199.643 wajib pajak yang membayarkan pajaknya dengan ketetapan 

jumlah keseluruhan wajib pajak 233.470, pada tahun 2018 jumlah yang 

membayar pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 5.794 

namun masih belum mencapai jumlah wajib pajak yang telah ditetapkan 

sebanyak 249.258, namun pada tahun 2019 jumlah yang membayar pajak 

mengalami penurunan yang drastis sebanyak 71.736 dari jumlah yang membayar 

pajak pada tahun 2018 sebanyak 205.437 dengan jumlah wajib pajak yang 

ditetapkan sebanyak 264.572, selanjutnya pada tahun 2020 jumlah yang 

membayar pajak mengalami peningkatan sebanyak 40.510 dari jumlah yang 

membayar pajak pada tahun 2019 sebanyak 133.701 namun masih jauh dari 

jumlah wajib pajak yang ditetapkan sebanyak 277.830, dan yang terakhir pada 

tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebanyak 223 dari jumlah yang 

membayar pajak pada tahun 2020 sebanyak 174.221 dari jumlah wajib pajak 

yang telah ditetapkan sebanyak 289.929. Tetapi jika dilihat dari sumbangsih 

wajib pajak yang membayarkan pajak masih rendah dan jauh dari target yang 
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ingin dicapai. 

 Selain itu pada masa pandemi COVID-19, penerimaan pajak PBB-P2 

mengalami penurunan yang cukup signifikan dari angka 132.709.013.913 

menjadi hanya 115.007.706.893. Pandemi COVID-19 inilah menjadi alasan bagi 

pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengeluarkan kebijakan berupa stimulus 

dengan cara memberikan pengurangan biaya pembayaran PBB-P2. Hal ini 

tertuang pada kebijakan Walikota Pekanbaru dalam bentuk Peraturan Walikota 

Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan 

Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Akibat Dampak Corona virus Disease 2019 

(COVID-19) Di Kota Pekanbaru. 

Selain untuk membantu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam 

meningkatkan penerimaan pajak PBB-P2 kebijakan ini juga bertujuan untuk 

menyelesaikan permasalahan terkait masih sedikitnya masyarakat wajib pajak 

yang membayar pajak di masa pandemi COVID-19. Dimana dengan kebijakan 

ini diharapkan keinginan masyarakat untuk pembayaran pajak meningkat, namun 

kenyataannya setelah berjalannya kebijakan ini pada tahun 2021 realisasi 

pembayaran pajak PBB-P2 Kota Pekanbaru masih sangat jauh dari target yang 

ditetapkan dan juga jumlah wajib pajak yang membayar pajak masih jauh dari 

target wajib pajak yang ditetapkan keseluruhannya. Selain itu, kebijakan ini 

diharapkan mampu meringankan beban perekonomian masyarakat yang 

terdampak Covid-19.Namun tidak banyak masyarakat yang mengetahui terkait 

pengurangan pajak ini. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi dari Bapenda 

kota Pekanbaru, dimana penyebaran informasi terkait kebijakan ini tidak merata, 
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hanya diketahui oleh beberapa kelurahan di kota Pekanbaru saja. 

Kebijakan pemberian pengurangan PBB-P2 ini berlaku dari ditetapkannya 

pada Juli 2020 sampai dengan Desember 2023 yang diperpanjang berdasarkan 

keputusan Walikota Pekanbaru. Stimulus berupa pemberian dan pengurangan 

bagi seluruh denda pajak dari total jumlah tahun tertunggak pajak, Wajib Pajak 

hanya menyetorkan pokok pajak saja. Wajib pajak PBB dengan nilai pajak 

Rp.100.000 (seratus ribu) ke bawah bebas dari bayar pajak, Kebijakan Walikota 

memberikan Stimulus diskon sebesar 100 persen untuk tahun berjalan ini. 

Pemerintah kota juga memberi insentif kepada wajib pajak lainnya yang punya 

penghasilan beragam, Masyarakat yang ekonomi nya dibawah digratiskan, ada 

yang menengah dan yang mampu juga mendapat pengurangan atau diskon 

pembayaran pajak PBB-P2. Besaran pemberian stimulus PBB-P2 setiap tahunnya 

berbeda beda. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah 

khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan 

keinginan masyarakat untuk membayar pajak PBB-P2. 

Setelah dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2020 

Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan 

Perkotaan akibat dampak corona virus disease 19 (Covid-19) di Kota Pekanbaru 

masih kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak 

PBB-P2 secara tepat waktu. Dalam Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan 

pajak PBB-P2 terus menurun dan sedikitnya wajib pajak yang membayarkan 

pajaknya, sedangkan setiap tahunnya wajib pajak terus meningkat. Dan juga, 

pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru masih kurang dalam meberikan 
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informasi kepada masyarakat wajib pajak, sehingga banyaknya masyarakat yang 

tidak mengetahui adanya pemberian dan pengurangan pajak bumi dan bangunan. 

Dimana kebijakan Bapenda memberikan pengurangan ini guna masyarakat 

mengetahui bahwasanya pada masa pandemi Covid-19 disaat penghasilan 

berkurang, banyaknya tuntutan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat 

untuk membayar pajak. Maka dari itu pemerintah khususnya BAPENDA Kota 

Pekanbaru meringankan pembayaran pajak PBB-P2 bagi wajib pajak melalui 

kebijakan ini. 

Tabel 1. 1 Data Jumlah Objek Pajak dan Realisasi PBB Tahun Pajak 2021-

2023 

Tahun Jumlah SPPT Pembayaran 

2021 167.079 Rp166.673.887.256 

2022 166.765 Rp149.222.073.128 

2023 162.304 Rp154.828.893.035 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru,2024 

Tabel 1.1 memberikan gambaran tentang jumlah Surat Pemberitahuan 

Pajak Terhutang (SPPT) dan pembayaran yang telah dilakukan dalam tiga tahun 

berturut-turut, yaitu 2021, 2022, dan 2023. Data ini menunjukkan peningkatan 

jumlah SPPT dari 167.079 unit pada tahun 2021 menjadi 162.304 unit pada tahun 

2023, menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam jumlah objek pajak. 

Namun, pembayaran yang dilakukan menunjukkan pola yang berbeda, dengan 

peningkatan pembayaran dari Rp166.673.887.256 pada tahun 2021 menjadi 

Rp154.828.893.035 pada tahun 2023, menunjukkan adanya peningkatan dalam 

pembayaran pajak. Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah objek pajak 
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menurun, pembayaran pajak tetap meningkat, yang mungkin menunjukkan 

peningkatan dalam kualitas pembayaran atau peningkatan dalam jumlah 

pembayaran per unit.  

Pajak daerah digunakan sebagai  alat untuk mencapai tujuan 

perekonomian negara dan meringankan permasalahan perekonomian. Pemerintah 

Kota Pekanbaru memberi solusi kepada wajib wajak terutama wajib pajak yang 

menunggak pembayaran PBB-P2 dengan memberikan Pemutihan Denda Pajak. 

Tentunya kebijakan yang di berikan oleh pemerintah terkait pemutihan denda ini 

memiliki jangka waktu. Berikut penulis sajikan Data Pembayaran Tunggakan 

PBB-P2 Selama Masa Penghapusan Denda. 

Tabel 1. 2 Data Pembayaran Tunggakan PBB-P2 Selama Masa Penghapusan 

Denda 

Tahun Jumlah NOP Jumlah Tahun Pembayaran 

2021 17.836 68.056 Rp26.952.212.307 

2022 31.669 97.264 Rp49.805.042.229 

2023 4.078 33.211 Rp12.190.595.993 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru,2024 

Untuk melihat suatu efektivitas implementasi kebijakan yaitu apakah 

dalam pelaksanaannya sudah tepat atau tidak. Menurut Richard Matland 

ketepatan pelaksanaan dapat dilihat dari bagaimana kerjasama yang dilakukan 

oleh beberapa pihak. Pihak tersebut terdiri dari pemerintah, swasta maupun 

masyarakat. Dalam ketepatan pelaksanaannya, implementor dari kebijakan 

pemberian pengurangan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) 

akibat dampak Covid-19 ini diukur dari bagaimana kerjasama antara pemerintah, 
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swasta serta masyarakat sendiri. Terkait pelaksanaan kebijakan pemberian 

pengurangan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ini yaitu 

dengan cara pihak badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru 

melakukan penyebaran surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) kepada 

masyarakat melalui Kelurahan dan RT/RW untuk diserahkan kepada masyarakat. 

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga melakukan turun langsung ke 

masyarakat untuk memberikan SPPT dan juga memberitahukan bahwa telah ada 

kebijakan perwako 114 tahun 2020 terkait pemberian pengurangan pajak bumi 

bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Selain itu, terkait pelaksanaan ini 

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru telah menyebarluaskan informasi 

mengenai kebijakan pemberian pengurangan PBB-P2 ini ke media sosial seperti 

instagram, facebook, twitter, dan youtube BAPENDA Kota Pekanbaru. 

Pelaksanakan kebijakan pemberian pengurangan PBB-P2 ini dilakukan dengan 

cara menyebarkan SPPT kepada wajib pajak. 

 Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga melakukan turun 

lapangan untuk memberitahu dan mengingatkan wajib pajak untuk membayarkan 

pajaknya yang sudah menunggak. Selain itu, Badan Pendapatan Kota pekanbaru 

juga menginformasikan atau mensosialisasikan kepada wajib pajak bahwa telah 

ada kebijakan perwako nomor 114 tahun 2020 tentang pemberian pengurangan 

pembayaran PBB-P2 akibat dampak Covid-19. Dimana kebijakan ini ada untuk 

membantu mengurangi beban wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Selain 

itu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga mensosialisasikan kebijakan 

ini melalui baliho yang dipasangkan di kantor-kantor pemerintahan seperti kantor 
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camat dan kantor lurah. Ketepatan pelaksanaan kebijakan pemberian pemutihan 

denda PBB-P2 ini belum berjalan dengan baik, karena dapat dilihat masih ada 

Kelurahan yang belum menerima SPPT dari Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru untuk diserahkan kepada wajib pajak yang ada di kelurahan. 

Masyarakat ada juga yang tidak mengetahui terkait kebijakan pemberian 

pengurangan pembayaran PBB-P2 ini. Selain itu, pihak bapenda hanya gencar 

melakukan sosialisasi diawal saja tetapi untuk tahun 2023 mereka kurang 

memperhatikan program ini. Diperkuat juga dengan keterangan dari beberapa 

RT/RW bahwasanya mereka tidak mendapatkan sppt untuk dibagikan ke wajib 

pajak. Sehingga, dapat dikatakan Badan Pendapatan Daerah tidak sepenuhnya 

turun ke lapangan untuk memantau apakah SPPT itu telah sampai atau tidak ke 

tangan wajib pajak. 

Untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan ini, maka perlu ditinjau 

terlebih kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dalam 

memenuhi kewajiban pembayaran pajak PBB-P2 dengan adanya pemutihan 

denda. Berdasarkan uraian ringkas di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dan mengangkat suatu judul laporan tugas akhir yang 

merupakan syarat kelulusan dari program studi D3 Administrasi Perpajakan pada 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau dengan judul “Efektivitas  Pemutihan Denda Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan  Perkotaan  (PBB-P2) Di Badan Pendapatan Daerah 

Kota Pekanbaru”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah jelaskan diatas, maka 

rumusan masalah yang ingin dikemukakan di penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana efektivitas pemutihan denda pajak bumi dan bangunan 

perdesaan perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru? 

2. Apa saja kendala dalam meningkatkan efektivitas pemutihan denda pajak 

bumi dan bangunan perdesaan perkotaan di Badan Pendapatan Daerah 

Kota Pekanbaru? 

3. Bagaimana perbedaan sebelum dikenakan pemutihan denda pajak bumi 

dan bangunan perdesaan perkotaan dan setelah dikenakan pemutihan 

denda pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan  di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui efektivitas pemutihan denda pajak bumi dan bangunan 

perdesaan perkotaan di Badan Pendapatan Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui kendala dalam meningkatkan efektivitas pemutihan 

denda pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui  perbedaan sebelum dikenakan pemutihan denda pajak 

bumi dan bangunan perdesaan perkotaan dan setelah dikenakan 

pemutihan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan  di 

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi 

wajib pajak, khususnya Pajak PBB-P2, agar lebih patuh terhadap 

kewajiban perpajakannya. 

b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi 

peneliti yang lain dalam permasalahan yang sama. 

c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan bagi pembaca maupun penulis. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Pekanbaru Provinsi Riau. Dengan objek penelitian 

pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Teratai 

No.81, Pulau Karam, Kec.Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kode Pos: 

28156, Telepon: (0761) 22701 

1.5.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2024 sampai dengan Mei  

2024. 

1.5.3 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Data Primer 

 Data primer adalah data yang didapatkan langsung dilapangan 

oleh penulis. Data primer yang diperoleh penulis secara langsung 

melalui wawancara. 
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2) Data Sekunder  

 Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang 

telah ada, berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau data 

yang tidak langsung diperoleh peneliti melainkan diperoleh melalui 

beberapa dokumen yang sudah tersedia. Data tersebut dalam bentuk 

catatan, buku-buku dan sebagainya. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab tentang 

masalah yang terkait secara langsung dan terbuka kepada Kepala 

Subbagian Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2,BPHTB dan PPJ. 

2. Observasi, yaitu penulis mengamati langsung turun ke lokasi 

penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang 

diteliti.  

3. Dokumentasi menurut (Sugiyono 2015: 329), yaitu suatu cara 

yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam 

bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang 

berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan 

Tugas Akhir ini. 

1.5.5 Analisis Data 

 Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada, 

yaitu dengan metode dekriptif. Suatu cara menyusun data yang sudah ada 

sedemikian rupa kemudian dihubungkan dengan teori yang sudah ada diperoleh 
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dan mendukung, kemudian diambil satu kesimpulan dan diakhiri dengan 

mengemukakan saran yang dianggap perlu. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Untuk keperluan penyusunan ini nantinya, maka secara umum penulis 

menguraikan kedalam empat Bab yang masing-masing Bab menjadi sub Bab 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Merupakan Bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan yang 

diakhiri sistematika pembahasan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Merupakan uraian tentang gambaran umum, sejarah, visi-misi, dan 

struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Provinsi 

Riau. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Merupakan uraian teori yang mendukung penulisan penelitian ini, disini 

akan dibahas mengenai telaah pustaka yang berkaitan dengan judul 

penelitian. 

BAB IV : PENUTUP 

  Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil 

penelitian serta saran yang bermanfaat. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) 

KOTA PEKANBARU 

2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya 

disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah 

Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Mentri 

Dalam Negri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang 

Pembentukan Bapenda Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 

1976 dibentuk Badan Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu 

adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Badan Pendapatan 
 

b. Seksi Tata Usaha 

 
c. Seksi Pajak dan Retribusi 

 

d. Seksi IPEDA 

 

e. Seksi Operasi/Penagihan 

 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 

KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, 

diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Badan  
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Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan 

susunan organisasi sebagai berikut : 

a. Kepala Badan Pendapatan 

 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

 
c. Seksi Pajak 

 

d. Seksi Retribusi 

 

e. Seksi IPEDA 

 

f. Seksi Pendapatan Lain-lain 

 

g. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan 

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 23 

Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan 

Daerah Kota madya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari 

Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978,ditindak lanjuti 

dengan di terbitkannya Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tk.II Pekanbaru 

Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tk.II Pekanbaru 

Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut : 

a. Kepala Badan Pendapatan 

 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

 

c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan 

 

d. Seksi Penetapan 

 

e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
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f. Seksi Penagihan 

g. Unit Penyuluhan 

 

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 50 tahun 

2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota 

Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang 

selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota 

Pekanbaru, termasuk Badan Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi 

sebagai berikut: 

a. Kepala Badan Pendapatan 

b. Wakil Badan Pendapatan 

 
c. Bagian Tata Usaha 

 

d. Subbag Program 

 

e. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan 

 

f. Sub Bidang Penagihan 

 

g. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan lain-lain 

 

h. Sub Bidang Bagi Hasil Pendapatan 

 

i. Kelompok Fungsional 

 

2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Visi adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang 

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Visi memberikan jiwa 
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kemana organisai harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara 

konsisten dan tetap eksis, antisipasif, inovatif serta produktif. 

2.2.1 Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Sebagai bagian dari Pemerintahan Kota Pekanbaru, maka visi 

organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga tidak terlepas 

dari visi Kota Pekanbaru seperti yang di rumuskan pada Renstra 

Pemerintahan Kota Pekanbaru yakni “Terwujudnya Kota Pekanbaru 

sebagai kota Metropolitan yang Madani”. 

Mengacu pada visi Kota Pekanbaru tersebut dengan dilatar belakangi 

oleh kondisi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan 

kecenderungan yang terjadi serta dorongan tekad yang kuat, maka 

dirumuskanlah visi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang 

merupakan kesepakatan bersama untuk mewujudkan kondisi dan 

kompetensi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang lebih baik 

dimasa yang akan datang, selanjutnya dituangkan dalam Rencana 

Strategis-SKPD ini. Adapun VISI Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru adalah :“Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

melalui optimalisasi pemungutan serta pengelolaan yang efektif, efisien, 

transfaran dan akuntabel dengan pelayanan prima”. 

2.2.2 Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi 

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut : 
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1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

2. Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah. 

3. Melakukan peningkatan kualitan Sumber Daya Manusia. 

4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana.  

5. Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat. 

Dengan pernyataan misi tersebut diatas diharapkan seluruh pegawai 

dan pihak yang berkepentingan dapat lebih mengenal, mengetahui peran 

dan program- programnya serta hasil yang akan diperoleh Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru pada masa mendatang. 

2.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap 

bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi 

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapatdilihat pada Gambar II.I sebagai 

berikut. 
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Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Sumber: Bapenda Pekanbaru.,2024 
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2.4 Uraian Tugas 

 

2.4.1 Kepala Badan 

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, memimpin dan membina 

bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan 

organisasi, melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, 

penyusunan rencana program dibidang pendapatan, pemberian kajian teknis 

perizinan dan / atau rekomendasi. Kepala Badan dalam melaksanakan 

tugasnya juga dibantu staf-staf kantor. 

2.4.2 Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan 

dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan 

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasianan, perencanaan, 

penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan 

dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala 

bsub bagian yang terdiri dari : 

2 Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian 

3 Sub Bagian Umum 

3.5.1 Sub Bagian Keuangan 

 

2.4.3 Bidang PBB dan BPHTB 

Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang 

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan 



 
 

 

 
 
 

21 

dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, 

pengawasan, evaluasi, merumuskan dan melaksanakan perhitungan 

penetapan PBB dan BPHTB. Dalam pelaksanaan tugas akan dibantu oleh 

Kepala Seksi yang terdiri dari : 

a. Kepala Seksi Intensifikasai dan Ekstensifikasi 

b. Kepala Seksi Pengelohan dan Ekstensifikasi 

c. Kepala Seksi Pelayanan dan Penagihan 

 
Tata Cara Penetapan dan Pemungutan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) atas waris terdapat di bagian ini, dibawah naungan 

Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi. 

2.4.4 Bidang Pendataan dan Penetapan 

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Badan 

dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 

pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang 

pendataan pendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan 

keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam pelaksanaan tugas 

dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari : 

a. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran 

b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan 

c. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan 

 

2.4.5 Bidang Penagihan 

Bidang penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada 



 
 

 

 
 
 

22 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas 

mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, 

pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan bidang Penagihan dalam pelaksanaan 

tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari : 

a. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah 

b. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah 

c. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain 

2.4.6 Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan 

Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dipimpinoleh seorang 

Kepala Bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Badan 

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan 

dan pelaksanan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, 

pengawasan, evaluasi dan pelaporan dan penerimaan lain-lain. Dalam 

pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari : 

a. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
 

b. Kepala Seksi Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan 

Pajak 

 

c. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain 

 

2.4.7 Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Badan Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga 
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dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 

sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional 

sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 

yang ditunjuk oleh Walikota. 
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BAB IV  

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penulisan mengenai Efektivitas Pemutihan Denda Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) Di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Efektivitas pemutihan denda pajak PBB-P2 di Kota Pekanbaru terbukti 

berhasil menarik perhatian wajib pajak yang sebelumnya ragu atau 

kesulitan membayar pajak mereka. Adanya kesempatan untuk mengikuti 

program pemutihan denda membuat banyak wajib pajak mampu melunasi 

tunggakan pajak mereka, yang pada gilirannya menghasilkan peningkatan 

pendapatan pajak daerah secara signifikan. Kebijakan ini diberlakukan 

terutama dalam konteks pandemi COVID-19, di mana banyak masyarakat 

mengalami penurunan penghasilan dan kesulitan memenuhi kewajiban 

pajak mereka. 

2. Adapun kendala yang dihadapi dalam meningkatkan efektivitas pemutihan 

denda PBB-P2 terdiri atas: Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap 

kebijakan tersebut. Penyebaran informasi terkait kebijakan ini tidak 

merata, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. 

Ketepatan pelaksanaan kebijakan ini masih menjadi tantangan, terutama 

dalam hal penyebaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan 

sosialisasi kebijakan ke masyarakat. 
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3. Perbedaan Sebelum dan Setelah Pemutihan Denda: Sebelum diberlakukan 

pemutihan denda, kondisi pembayaran pajak di Kota Pekanbaru kurang 

memuaskan, dengan tingkat kepatuhan yang rendah dan tunggakan yang 

terus bertambah. Setelah diberlakukan pemutihan denda, terjadi perubahan 

signifikan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan jumlah tunggakan 

yang terus menurun. Administrasi dan penagihan pajak juga menjadi lebih 

lancar setelah diberlakukan pemutihan denda, karena tidak perlu lagi 

menangani kasus-kasus tunggakan yang kompleks. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis ingin menyampaikan 

beberapa saran yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi 

pembahasan didalam penelitian ini. Penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diharapkan lebih sering 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar 

Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

2. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebaiknya melakukan 

penyebaran informasi secara merata sehingga masyarakat bisa tau dengan 

adanya program pemutihan ini.  

3. Bagi Wajib Pajak seharusnya melakukan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan aturan yang berlaku, contohnya melakukan pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan tepat waktu sesuai 
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aturan yang berlaku. Dan dengan adanya program pemutihan denda PBB-

P2 ini sebaiknya Wajib Pajak yang memiliki tunggakan memanfaatkan 

dengan baik program ini. 
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LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

EFEKTIVITAS PEMUTIHAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BADAN PENDAPATAN 

DAERAH KOTA PEKANBARU 

Daftar Pertanyaan: 

Informan Instasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Kepala 

Subbagian Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2,BPHTB dan PPJ) 

1. Apakah program pemutihan yang dilaksanakan oleh Bapenda Kota 

Pekanbaru sudah berjalan dengan efisien? 

2. Mengapa sudah dikatakan efisien? Dan apa upaya yang dilakukan agar 

program pemutihan ini berjalan dengan baik? 

3. Apakah bisa di gambarkan peningkatan/penurunannya dari tahun ke 

tahun? 

4. Apakah dengan adanya program pemutihan ini cukup membantu 

meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak? 

5. Kira-kira faktor apa saja yang membuat wajib pajak tidak patuh terhadap 

kwajibannya membayar pajak? 

6. Apakah pelayanan petugas mempengaruhi masyarakat dalam mematuhi 

kewajiban membayar pajak? 

7. Lalu bagaimana tanggapan anda terhadap ketidakpatuhan wajib pajak 

membayar pajak? 



 

 

8. Apakah ada sanksi yang dikenakan untuk wajib pajak yang tidak patuh 

atau  telat membayar pajak? Jika ada apa sanksinya? 

9. Lalu untuk wajib pajak yang patuh dan taat membayar pajak apakah ada 

rewardisme yang diberikan? Jika ada seperti apa reward yang diberikan? 

10. Bagaimana penerimaan pajak sebelum adanya pemutihan, apakah ada 

peningkatan/penurunan yang signifikan? 

11. Lalu bagaimana penerimaan pajak setelah adanya pemutihan, Apakah ada 

perubahan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak setelah pemutihan? 

Informan Wajib Pajak 

1. Apakah anda mengetahui terkait program pemutihan ini? Apa yang anda 

ketahui? 

2. Darimana anda mengetahuinya? 

3. Apakah menurut anda program pemutihan ini sudah efisien? 

4. Menurut anda mengapa program ini sudah dikatakan efisien? 

5. Apakah dengan adanya program pemutihan ini membuat anda merasa 

teringankan bebannya dalam membayar pajak? 

6. Apa manfaat yang anda rasakan dari program ini? 

7. Dan apakah semua masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari 

program ini? 

8. Bagaimana respon anda ketika diadakannya program pemutihan ini? 

9. Adakah keluhan anda terhadap pelayanan petugas pajak? Seperti apa 

keluhan itu? 



 

 

10. Apakah anda termasuk wajib pajak yang tidak taat membayar pajak? Apa 

alasannya? 

11. Apa faktor-faktor yang membuat anda tidak patuh terhadap kewajiban 

anda membayar pajak.



 

 

Lampiran 

 

DOKUMENTASI WAWANCARA 

Wawancara bersama Bapak Fauzan Efendi, AM, SE, M.Ak ,selaku Kepala 

Subbagian Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2,BPHTB dan PPJ Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

 

 

Wawancara Bersama Bapak David Heryanto.S selaku Wajib Pajak Badan 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

 









 


